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Sumber: Buku Manual Simkah Tahun 2016 
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KUISIONER 

Bapak/ibu yang saya hormati 

Saya Mahasiswa program magister Administrasi publik pada Program Pasca Sarjana 

Universitas Medan Area yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir yang berhubungan 

dengan Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang 

Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Study pada kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Untuk itu dimohon kepada saudara untuk 

dapat mengisi kuisioner ini dengan sejujur jujurnya. Hasil kuisioner ini tidak di publikasikan 

melainkan untuk kepentingan penelitian semata. 

Atas bantuan, kesediaan waktu,  dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Petunjuk pengisian: berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih 

1. Jenis kelamian  a. Laki – laki  b. Perempuan 

2. Umur  a. 20-30 b. 31-40 c. 41 50 d. 51-60 

3. Tingkat pendidikan a. Sarjana  b. Diploma c. SLTA sederajat 

4. Kedudukan dalam kebijakan a. Ka. KUA b. Staf KUA kec. c. Staf Kantor 

Kemenag Kab. 

5. Apakah saudara mengetahui ada kebijakan Dirjen Bimas islam Nomor Dj II/369 tahun 

2013 tentang Penerapan SIMKAH ? 

a. Mengetahui  b. Kurang Mengetahui  c. Tidak mengetahui 

6. Apakah saudara mengetahui tujuan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan? 

a. Mengetahui  b. Kurang Mengetahui  c. Tidak mengetahui 

7. Apakah saudara mengetahui adanya peraangkat aturan dalam kebijakan Instruksi Dirjen 

Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah 

(SIMKAH)?            a. mengetahui                   b. kurang mengetahui               c. 

tidak mengetahui 

8. Apakah saudara mengetahui tentang adanya aturan tertulis dalam pelaksanaan kebijakan 

Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi 
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manajemen Nikah (SIMKAH)?        a. mengetahui                              b. kurang 

mengetahui       c. tidak mengetahui 

9. Apakah sauadara memahami dengan baik aturan yang ada tentang pelaksanaan 

kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem 

Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)     a. memahami  b. kurang 

memahami   c. tidak memahami 

10. Apakah menurut saudara Sumber Daya manusia yang ada di pada kantor kementerian 

agama mendukung pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj 

II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)?  

 a. Mendukung             b. kurang mendukung    c. tidak 

mendukung  

11. Apakah menurut saudara Sarana prasarana yang ada telah dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem 

Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan?   a. Mendukung                   

b. Kurang mendukung            c. tidak mendukung 

12. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatn telah sesuai dengan peraturan yang ada? a. Sesuai  b. Kurang Sesuai

  c. Tidak sesuai 

13. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan petunjuk yang ada?        a. sesuai                              b. 

Kurang sesuai                            c. Tidak sesuai 

14. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan petunjuk  operasional yang ada?           a. sesuai                              

b. Kurang sesuai                            c. Tidak sesuai 

15. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan Prosedur Kerja yang ada?        a. sesuai                              

b. Kurang sesuai                            c. Tidak sesuai 
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16. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan Program kerja yang ada?        a. sesuai                              

b. Kurang sesuai                            c. Tidak sesuai 

17. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan jadwal kerja yang ada?        a. sesuai                     b. 

Kurang sesuai                            c. Tidak sesuai 

 

 

Terima kasih atas bantuannya 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

Bapak/ibu yang saya hormati 

Saya Mahasiswa program magister Administrasi publik pada Program Pasca Sarjana 

Universitas Medan Area yang sedang melaksanakan penelitian tugas akhir yang berhubungan 

dengan Implementasi Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang 

Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan Study pada kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu. Untuk itu dimohon kepada saudara untuk 

dapat mengisi kuisioner ini dengan sejujur jujurnya. Hasil kuisioner ini tidak di publikasikan 

melainkan untuk kepentingan penelitian semata. 

Atas bantuan, kesediaan waktu,  dan kerjasamanya saya ucapkan terima kasih. 

Bagian I : Pertanyaan Umum 

Petunjuk pengisian: berilah tanda (X) pada jawaban yang anda pilih 

1. Nama Informan :……………………………. 

2. Jenis kelamian   :  Laki – laki   / Perempuan 

3. Umur    : ………….. Tahun 

4. Tingkat pendidikan  : ……………… 

5. Jabatan  :……………….. 

Bagian II 

6. Apakah saudara mengetahui ada kebijakan Dirjen Bimas islam Nomor Dj II/369 tahun 

2013 tentang Penerapan SIMKAH ?...................................................................... 

........................................................................................................... 

7. Apakah saudara mengetahui tujuan penerapan SIMKAH di KUA Kecamatan?................. 

…………………………………………………………………………………………… 

8. Apakah menurut saudara Sumber Daya manusia yang ada di pada kantor kementerian 

agama mendukung pelaksanaan kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj 

II/369 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH)? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



9. Apakah menurut saudara Sarana prasarana yang ada telah dapat mendukung kelancaran 

pelaksanaan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 Tahun 2013 tentang Sistem 

Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA Kecamatan?   

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………….. 

10. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan Program kerja yang ada?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..     

11. Apakah menurut saudara kebijakan Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj II/369 

Tahun 2013 tentang Sistem Informasi manajemen Nikah (SIMKAH) pada KUA 

kecamatan telah sesuai dengan jadwal kerja yang ada?        

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………….. 

 

 

Terima kasih atas bantuannya 
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